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ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan tahap 
baru dalam perlindungan hukum untuk Advokat di Indonesia, UU Advokat tersebut 
memberikan kebebasan Advokat untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat harus 
didirikan Organisasi Advokat yang merupakan wadah tunggal dari Advokat yang di 
Indonesia, maka untuk memberikan respon dari UU Advokat tersebut maka didirikanlah 
P ERA DI yang di bentuk atas inisiatif dari para Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dari 
Organisasi Advokat yang sudah ada seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi 
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan 
Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan 
Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan 
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kemudian pada tahun 2008 atas desakan dari 
empat Organisasi Advokat yaitu IPHI, Ikadin (tandingan), H API dan APSI yang memaksa 
segera diadakannya Kongres Nasional Advokat Indonesia karena berdasarkan UU Advokat 
yang dimaksud dengan Organisasi Advokat adalah Organisasi Advokat yang dibentuk dan 
didirikan secara demokratis bukan secara perwakilan saja, hasil dari Kongres Nasional 
Indonesia tersebut adalah membentuk Organisasi Advokat yang baru bernama Kongres 
Advokat Indonesia dan menyatakan bahwa Organisasi Advokat mereka yang paling sah dan 
merupakan satu-satunya wadah tunggal dari profesi Advokat. Adanya dualisme Organisasi 
Advokat yang sama-sama mengakui bahwa mereka yang merupakan wadah tunggal dari 
profesi Advokat membuat polemik yang tidak berkesudahan, satu diantara polemik tersebut 
adalah bagaimana para Advokat KAI untuk melakukan suatu proses litigasi dengan status 
Organisasi Advokat mereka yang masih kontroversial dalam pendiriannya.

Kata kunci: Advokat, Organisasi Advokat, Kongres Advokat Indonesia, PERADI, proses 
litigasi
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BABI
PENDAHULUAN

I.A LATAR BELAKANG

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk 

menghasilkan suatu nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. 

Persyaratan keahlian khusus itulah yang membedakan profesi dengan pekerjaan. 

Keahlian khusus para penyandang profesi tersebut menyebabkan mereka dapat 

bekerja dan menghasilkan produk yang lebih baik bila dibandingkan dengan warga

masyarakat lainnya.

Ciri-ciri profesi adalah :

1. Telah melalui suatu pelatihan khusus dengan suatu standarisasi tertentu.

2. Menunjuk pada kegiatan permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan

lain.

3. Aseptabilitas (penerimaan) sebagai motif pelayanan.2

Profesi dibagi kembali menjadi dua kategori yaitu Profesi pada umumnya dan 

profesi luhur, yang dimaksud dengan profesi pada umunya adalah kegiatan pokck 

untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan keahlian khusus dan yang 

dimaksud dengan profesi luhur (officium nohile) pada hakekatnya merupakan profesi 

yang memberikan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang mempunyai

Aniir Syarifudin. Etika. Etika Profesi, Dan Kode Etik, Materi Kuliah Fakultas Hukuin Unsri. 

2 Ibid, Hal.6
2009, Hal.5
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prinsip mendahulukan kepentingan orang yang dibantu seperti klien atau pasien dan
o

mengabdi kepada tuntutan hidup profesi/

Para penyandang profesi luhur harus berintikan praktis ilmu secara 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang 

warga masyarakat. Pengembanan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan 

dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian 

(imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), 

informasi (jurnalis).4

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang 

memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu 

tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal tersebut dikarenakan 

ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia dan keadilan1' merupakan 

nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat 

manusia. Pengemban profesi hukum tersebut mencakup 4 (empat) bidang karya 

hukum, yaitu:

:'(bicl,\ *Ial.8
A Arief B. Sidharta. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses 

Workshop Kode Etik Advokat Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta. 2004. 
Hal. 41

Kata “keadilan'* dalam bahasa Inggris adalah "justice” yang berasal dari bahasa latin 
"iustitia". Kata ‘‘justice’* memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (I) secara atributif berarti 
suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan 
menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya 
judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum 
perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).
Sumber : http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html, diakses tanggal Oktober 2010. Lihat juga 
Lindawaty S. Sewu, Hukum Bisnis. Diktat Perkuliahan Hukum Bisnis Universitas Airlan^a, 
Surabaya, Hal. 13-16

suatu

http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html


3

1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi Hakim,

Advokat, dan Jaksa);
=

2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);

3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi);

4) Penerapan hukum di luar konflik.6

Satu diantara profesi hukum yang ada adalah profesi Advokat,secara historis 

profesi Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, 

profesi ini dinamai sebagai officium nobile, jabatan yang mulia. Penamaan tersebut 

teijadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang 

dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum 

yang telah ditentukan.7

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita-kita pertama

ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili.

Advokat itu merupakan padanan dari kata Advocaat (Belanda) yakni seseorang yang

telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar meester

m de rechten (Mr). Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata tersebut berasal dari kata

latin “advocare, advocator”. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di 

setiap bahasa di dunia kata (istilah) tersebut dikenal. 8

6 Arief B. Sidharta, Op. CiL, Hal. 18
7 Luhut M.P. Pangaribuan, Ach'okat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan 

Kehormatan Profesi, Djambatan, Jakarta. 1996, Hal. 1
8 ibid
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Profesi Advokat sebenarnya merupakan profesi yang relatif sudah tua usianya. 

Jauh sebelum kemerdekaan nasional, profesi advokat sudah dikenal dalam

-
Fr
-

masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang 

mengatur profesi Advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama Reglement op de 

Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (S. 1847 no. 23 yo S. 

1848 no. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan 

advokat adalah juga Procnreur. Melihat kenyataan bahwa undang-undang tentang

Advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi sudah dikenal 

pada tahun 1850-an.9

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

(yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut UU Advokat) merupakan payung

hukum para Advokat untuk menjalankan profesinya, dasar-dasar pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di dalam pembuatan Undang-undang

Advokat tersebut tercantum pada Pembukaan bagian Menimbang huruf a, b, c, d yang

menegaskan :

a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bertujuan 

mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan

berkeadilan;

9 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Buku Penuntut Untuk Latihan Para/egal, 
Yayasan LBH Indonesia, Jakarta. 1989, Hal. viii.
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b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan 

pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan 

bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan 

memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan

hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;

c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab

dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang

demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang

berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pada dasarnya UU Advokat memberikan tugas dan wewenang yang seluas-

luasnya pada Organisasi Advokat untuk mengatur para Advokat yang ada di

Indonesia selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, UU Advokat hanya memberikan standarisasi mengenai tata cara untuk 

menjadi Advokat10 akan tetapi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Advokat 

semuanya diserahkan kembali kepada Organisasi Advokat.

Yang dimaksud dengan Organisasi Advokat pada UU Advokat merupakan 

satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk 

dengan ketentuan Undang-Undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan

sesuai

10 Bab II, Pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat, bagian 
Kesatu, Pengangkatan Pasal 3 ayat (1), Undang undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 
tentang Advokat.
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kualitas profesi Advokat.11 Batas-waktu pendirian Organisasi Advokat yang telah 

ditetapkan oleh UU Advokat tercantum pada Pasal 32 ayat (4) yang menegaskan :

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya 
Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk "

Sebelum terbentuknya organisasi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat 

maka tugas dan wewenangnya dijalankan bersama oleh Ikatan dan Asosiasi Advokat 

yang sudah ada sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat:

“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat 
Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat 
Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), 
Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia 
(AKH1). Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi 
Pengacara Syariah Indonesia (APS1).”

Pada tanggal 8 September 2005 di Jakarta, Ikatan Advokat Indonesia

(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara

Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHl), Himpunan Konsultan 

Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSl) 

yang diwakilkan oleh para Ketua Umum dan Sekretaris, telah sepakat bersama-sama 

untuk menemui Notaris dan membuat Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan 

Advokat Indonesia yang disebut PERA DI sebagai wadah tunggal dari organisasi 

advokat yang ada di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Pasal 32

ayat (4).

11 Bab X, Organisasi Advokat, Pasal 28, Undang undang Republik Indonesia A 'o. IH Tahun 
2003 tentang Advokat.
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Pada tahun 2008 para pengurus empat organisasi advokat yaitu IPHI, Ikadin

(tandingan). MAPI dan APSI bersepakat untuk mendesak diselenggarakannya 

Kongres Advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut lahir karena 4 organisasi itu

menampung keresahan Advokat atas keberadaan PERADI yang dianggap tidak

sensitif terhadap program reformasi hukum dan upava pemberantasan mafia

peradilan, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat Advokat. Hasil kongres

tersebut adalah mendirikan Kongres Advokat Indonesia yang disebut KAI sebagai

wadah tunggal dari organisasi advokat yang sah karena proses pemilihan pengurus

dan alat-alat penunjang berdirinya KAI dilakukan secara demokrasi dan terbuka

dengan melalui mekanisme musyawarah berbentuk kongres.

Adanya dualisme wadah tunggal organisasi Advokat merupakan suatu 

permasalahan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dari penyandang profesi 

hukum tersebut. Kebingungan masyarakat untuk menggunakan penyandang profesi 

Advokat telah dijawab oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan bahwa hanya 

Advokat yang mempunyai kartu PERADI yang diakui di pengadilan untuk 

melakukan suatu proses litigasi.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas. penulis tertarik untuk membahas

dan membuat tulisan dengan judul “LEGALITAS ADVOKAT KONGRES 

ADVOKAT INDONESIA DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASP.
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I.B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah legalitas advokat Kongres Advokat Indonesia dalam 

menjalankan profesinya melakukan suatu proses litigasi di peradilan umum?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari proses litigasi yang dilakukan oleh advokat

yang tidak legai?

I.C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi

ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan dari KAI sebagai organisasi advokat.

2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari proses litigasi yang dilakukan oleh

advokat yang tidak legal.

I. D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan tersebut diatas, penulis juga mengharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini antara lain

adalah :

1. Dari Aspek Teoritis

Diharapkan dapat bermanlaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara berlitigasi dengan 

memberikan bahan sehingga dapat membantu para calon advokat untuk 

memilih organisasi advokat yang merupakan wadah tunggal profesi advokat
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yang sebenarnya di Indonesia dan membantu calon klient atau pengguna jasa

hukum advokat untuk memilih advokat yang sah menurut undang-undang.

2. Dari Aspek Praktis

Membuka wawasan dan memperluas pandangan mengenai advokat

dengan memberikan bahan sehingga dapat membantu para calon advokat

untuk memilih organisasi advokat yang merupakan wadah tunggal profesi

advokat yang sebenarnya di Indonesia dan membantu calon klient atau

pengguna jasa hukum advokat untuk memilih advokat yang sah menurut

undang-undang.

I. E. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya bidang hukum acara khususnya mengenai legalitas

suatu advokat dalam melakukan proses litigasi maka perlu diadakan batasan 

ruang lingkup pembahasan yang ada dan supaya analisisnya lebih terarah serta 

sesuai dengan judul penulisan. Maka penulis membatasi pembahasan dalam 

perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang merupakan 

payung hukum dari para Advokat dan Organisasi Advokat yang berada di 

Indonesia.
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I.F. METODE PENELITIAN

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

penulisan menggunakan metode sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam usaha penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum 

doktrinal yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang- 

undangan (la w i n books) J2

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melaJui

penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa bahan hukum yang mengikat seperti KUHAP dan

Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

yang erat kaitannya dengan legalitas advokat KAI dalam melakukan suatu

proses litigasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya

12 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2004, Hal. 118. Lihat juga Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 
Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, Hal.52

I
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dengan pembahasan skripsi, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan- 

kalangan hukum, surat kabar atau media massa, majalah dan internet serta 

sumber bahan hukum sekunder yang mempunyai kaitan dengan masalah

legalitas Advokat KAI dalam melakukan proses litigasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus

hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar, buku-buku literatur dan

bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan penulis untuk

mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka dengan cara

mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok

pembahasan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan

proses pemeriksaan atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan- 

bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada 

pustaka yang telah dikumpulkan dan juga membuat catatan-catatan 

memuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. 

Kemudian kembali mengumpulkan serta menyusun bahan-bahan dan 

menggelompokkannya dalam suatu sistematika. Hal tersebut dilakukan

yang

agar
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akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki’ dengan cara

melihat kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara

deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan

atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data

yang luas dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan

sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut

dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat

menjawab permasalahan dalam penelitian.
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